PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 3> TAHUN 2019

TENTANG

DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,
bahwa dalam rangka tertib administrasi

dan untuk menyeragamkan pengelolaan
dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Kabupaten Tapin sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan, maka dipandang perlu untuk
mengatur Petunjuk Teknis Pengelolaan dan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan dan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 27356);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601});
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6322);

&



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset

Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47
Tahun 2016 tentang  Administrasi

Pemerintahan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
11 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
serta Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa di Kabupaten Tapin;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2019 tentang Badan

Permusyawaratan Desa,;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN
2020.
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Pasal 1
Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020,
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

a. Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;

b. Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

c. Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa; dan

d. Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

Pasal 3
Dalam pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, Pemerintah Desa wajib berpedoman pada Petunjuk
Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.



Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal ¥ 7 Tecember 07

?f7’ BUPATI TAPIN,E_

/LM. AKIFIN ARPAN+

Diundangkan di Rantau

Nesemt

pada tanggal =~

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRAWIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR *>



